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ABSTRACT

THE ROLE OF AGRICULTURE AND RURAL TRAINING CENTERS
FOR SELF-SUPPORTING (P4S) IN EMPOWERMENT OF FARMERS
ASSISTED IN LAMPUNG EAST DISTRICT

BY

WELLY NURUL APRELIANI

This study aims to determine the role of P4S in East Lampung Regency, determine
the level of empowerment of assisted farmers, determine the direct and indirect
influence of institutional governance system factors, cooperation and partnerships,
Institutional capacity, Institutional management, characteristics of farmers, and
reward systems on the level of empowerment of assisted farmers and determine the
level of empowerment of farmers before and after being fostered by P4S in East
Lampung District. This study used a survey method with a sample of 70 P4S
assisted farmers who were allocated to 6 P4S in East Lampung Regency. Data were
analyzed descriptively quantitatively, PLS (Partial Least Square) path analysis
using SmartPLS and Paired Sample t-Test using SPSS. The results of the study
show that the role of P4S is in the moderate category and the level of empowerment
of assisted farmers is in the quite empowered category. The factors that directly
influence the level of empowerment of assisted farmers are the institutional
governance system, cooperation and partnerships, the role of P4S. Factors that have
a significant effect on the level of empowerment of assisted farmers through the
role of P4S are the institutional governance system, institutional capacity, and
institutional management. The results of the Paired Sample t-Test show that there
are differences in the level of empowerment of farmers before and after receiving
guidance.

Keywords: Role, P4S, Empowerment of farmers



ABSTRAK

PERANAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN
SWADAYA (P4S) DALAM PEMBERDAYAAN PETANI BINAAN DI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

OLEH

WELLY NURUL APRELIANI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan P4S di Kabupaten Lampung
Timur, mengetahui tingkat keberdayaan petani binaan, mengetahui pengaruh
langsung dan tidak langsung faktor sistem tata Kelola Lembaga, kerjasama dan
kemitraan, kapasitas Lembaga, manajemen Lembaga, karakteristik petani, dan
sistem penghargaan terhadap tingkat keberdayaan petani binaan dan mengetahui
tingkat keberdayaan petani sebelum dibina dan setelah dibina oleh P4S di
Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan
sampel 70 petani binaan P4S yang teralokasi pada 6 P4S di Kabupaten Lampung
Timur. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif, analisis jalur PLS (Partial Least
Square) menggunakan SmartPLS dan uji beda Paired Sample t-Test menggunakan
SPSS. Hasil penelitian bahwa peranan P4S dalam kategori sedang dan tingkat
keberdayaan petani binaan dalam kategori cukup berdaya, faktor yang berpengaruh
langsung terhadap tingkat keberdayaan petani binaan adalah sistem tata Kelola
Lembaga, kerjasama dan kemitraan, peranan P4S. Faktor yang berpengaruh
signifikan terhadap tingkat keberdayaan petani binaan melalui peranan P4S adalah
sistem tata Kelola Lembaga, kapasitas Lembaga, dan manajemen lembaga. Hasil
Paired Sample t-Test bahwa terdapat perbedaan tingkat keberdayaan petani
sebelum dan setelah mendapat binaan.

Kata kunci: Peranan, P4S, Keberdayaan petani
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumberdaya alam untuk
dikembangkan pada sektor pertanian yaitu Provinsi Lampung yang dapat dilihat
pada perkembangan PDRB pada Tabel 1. Berdasarkan data PDRB Lampung
menurut BPS (2022) dapat diketahui bahwa sektor pertanian di Provinsi Lampung
menempati urutan pertama yang berkontribusi pada perkembangan PDRB baik
pada tahun 2020 maupun tahun 2021. Sektor pertanian ini meliputi beberapa
bidang usaha yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

kehutanan, peternakan, perikanan, dan jasa pertanian.

Tingginya kontribusi sektor pertanian pada perkembangan PDRB di Lampung,
tentunya didukung dengan jumlah penduduk di Provinsi Lampung yang mayoritas
menjadi pelaku utama dan pelaku usaha pada sektor ini. Berdasarkan data
penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Badan
Pusat Statistik Provinsi Lampung (2022), bahwa sektor pertanian merupakan
lapangan pekerjaan utama bagi mayoritas penduduk yang bekerja yaitu sebesar
1.773.129 jiwa atau 49 persen dari total penduduk yang bekerja. Pelaku utama
maupun pelaku usaha pada sektor ini, dalam melaksanakan pekerjaannya, perlu
diimbangi dengan sumber daya petani yang unggul sehingga akan menghasilkan
kegiatan usahatani yang produktif. Pada kenyataannya sebagian besar petani di
Kabupaten Lampung Timur memiliki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (BPS,
2022) yang menyebabkan minimnya akses informasi teknologi/inovasi pertanian
sehingga usahatani yang dijalankan terkadang masih tergolong sederhana. Hal ini

juga berkaitan dengan kualitas petani, seperti rendahnya tingkat pendidikan.



Pendidikan petani berkaitan dengan pengetahuan, sementara itu upaya untuk
meningkatkan pengetahuan adalah adanya keterlibatan akses terhadap informasi,
dengan kata lain jika seseorang memiliki informasi yang cukup maka hal itu akan
berdampak kepada tingkat pengetahuannya (Dewi, 2017). Kualitas petani tidak
hanya dilihat dari tingkat pengetahuannya saja, melainkan dari sikap dan
keterampilan yang dimiliki, sedangkan untuk meningkatkan kualitas perlu adanya
pemberdayaan petani. Berikut ini adalah tabel PDRB (Produk Domestik Regional
Bruto) di Provinsi Lampung menurut lapangan usaha.

Tabel 1. PDRB di Provinsi Lampung menurut lapangan usaha (juta rupiah)

Lapangan usaha 2020 2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 105.263.912,27  105.585.562,33
Industri Pengolahan 68.671.274,75 73.094.757,71
Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan 39.520.068,66 43.510.157,86

Konstruksi

Pertambangan dan Penggalian
Transportasi dan Pergudangan
Informasi dan Komunikasi

Administrasi Pemerintahan dan Lainnya

33.166.648,13
17.702.493,68
17.774.368,50
15.272.830,72
12.825.590,59

36.765.257,87
20.769.872,81
18.479.306,95
15.844.743,67
13.320.699,66

Jasa Pendidikan 10.976.359,32 11.345.059,35
Real Estat 10.606.320,46 10.804.056,93
Jasa Keuangan dan Asuransi 7.730.170,09 8.246.871,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.543.843,22 5.496.433,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.778.680,59 4.000.441,86
Jasa Lainnya 3.214.880.81 3.166.263,58
Jasa Perusahaan 529.980.15 539.293,27
Electricity and Gas 568.916.34 519.616,34
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya 383.700.50 414.777,33
PDRB 353.530.038,78 371.903.171,89

Sumber: BPS (2022)

Pemberdayaan petani hendaknya mengarah pada pembentukan petani pada
kondisi yang lebih baik, kondisi ini meliputi kondisi kognitif, konatif, afektif, dan
psikomotorik. Terjadinya keberdayaan pada aspek tersebut akan dapat
memberikan kontribusi pada tercapainya kemandirian petani (Sulistiyani, 2004).
Kemandirian ini meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa
yang mereka lakukan (Bahua, 2015). Menurut Mutmainah dan Sumardjo (2014)
bahwa masyarakat yang berdaya adalah mereka yang memiliki kekuatan atau
kemampuan dalam hal: memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber

produktif, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemberdayaan sebagai



konsep alternatif pembangunan, dengan demikian menekankan otonomi
pengambilan keputusan masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi,
partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan sosial melalui pengalaman langsung.
Masyarakat pada umumnya akan lebih tertarik belajar dari orang lain yang
usahanya telah berhasil (Ambarwati dkk., 2020). Oleh karena itu, upaya
pemberdayaan tidak hanya dapat dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pelaksana Penyuluhan Pertanian di bawah Kementerian Pertanian. Namun,
masyarakat yang unggul dalam usahataninya dapat melakukan pemberdayaan
salah satunya melalui pembentukan lembaga pelatihan pertanian yaitu Pusat
Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dengan memberikan pelatihan

dan permagangan.

Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) merupakan lembaga
pelatihan bidang pertanian perdesaan yang dikelola dan dimiliki oleh petani, baik
perorangan maupun kelompok. P4S dibentuk dari, oleh, dan untuk petani dengan
prinsip keswadayaan, keterpaduan, kemitraan, kemanfaatan, dan keberlanjutan.
Proses penumbuhan P4S yaitu pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang
usahataninya telah berhasil dan unggul sehingga layak dicontoh memiliki akses
terhadap informasi terkait lembaga P4S baik dengan melakukan kunjungan kerja
atau dengan informasi lain yang diperoleh melalui internet, kemudian dengan
kesadaran dan kerelaan untuk mendirikan kelembagaan pelatihan pertanian.
Upaya penumbuhan P4S juga dilakukan oleh penyuluh pertanian (PNS) dengan
mengidentifikasi pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang memiliki potensi
dalam usahataninya untuk mendirikan Kelembagaan Pelatihan Pertanian
Swadaya. Hal yang dilakukan adalah dengan memotivasi, memfasilitasi, sehingga
dengan kesadaran dan kerelaan sendiri mendirikan Kelembagaan Pelatihan
Pertanian Swadaya. Upaya ini dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan
penumbuhan kesadaran tentang peran, manfaat dan keuntungan mendirikan
Kelembagaan P4S, studi banding pada P4S yang relatif berhasil, pelatihan
manajemen dan kepemimpinan Kelembagaan P4S, dan fasilitasi pendirian
Kelembagaan P4S. Berdasarkan hal itu, P4S yang ada di Indonesia pada tahun
2022 yaitu berjumlah 1.281 lembaga yang disajikan pada Tabel 2.



Tabel 2. Jumlah P4S di Indonesia per Provinsi

Provinsi Jumlah Provinsi Jumlah
P4S P4S
Aceh 14 Kalimantan Utara 15
Bali 16 Kepulauan Bangka Belitung 14
Banten 48 Lampung 36
Bengkulu 35 Maluku Utara 2
DI Yogyakarta 48 Nusa Tenggara Barat 52
DKI Jakarta 37 Nusa Tenggara Timur 64
Gorontal 21 Riau 9
Jambi 30 Sulawesi Barat 9
Jawa Barat 247 Sulawesi Selatan 17
Jawa Tengah 192 Sulawesi Tengah 15
Jawa Timur 132 Sulawesi Tenggara 18
Kalimantan Barat 24 Sulawesi Utara 15
Kalimantan Selatan 32 Sumatera Barat 39
Kalimantan Tengah 29 Sumatera Selatan 25
Kalimantan Timur 35 Sumatera Utara 11
Total 1.281

Berdasarkan Tabel 2 bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan
jumlah P4S paling banyak yaitu 247 lembaga, sedangkan jumlah P4S yang paling
sedikit terdapat pada Provinsi Maluku Utara dengan jumlah 2 lembaga. Penelitian
dilakukan pada P4S yang ada di Provinsi Lampung, hal ini karena tercetusnya
gagasan awal pendirian Lembaga pelatihan dan permagangan oleh dan untuk
sesama petani yaitu pada Pekan Nasional V yang di selenggarakan di Lampung,
sehingga peneliti ingin mengkaji bagaimana pertumbuhan dan perkembangan P4S
yang ada di Lampung dan apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
kelembagaan P4S. Provinsi Lampung mempunyai 36 lembaga P4S yang
berkembang dengan klasifikasi kelas yang berbeda-beda, yaitu: kelas pratama,
kelas madya, dan kelas utama yang tersebar pada 11 Kabupaten/Kota yang
disajikan pada Tabel 3.



Tabel 3. Jumlah P4S yang terdaftar di Provinsi Lampung

Klasifikasi kelas P4S Jumlah
No Kabupaten/Kota Pratama Madya Utama P4S
1  Lampung Barat 2 - - 2
2 Lampung Selatan - 4 1 5
3 Metro 1 3 - 4
4  Lampung Tengah 1 3 5
5 Lampung Timur 1 6 - 7
6  Bandar Lampung 1 1 - 2
7  Pringsewu 2 1 1 4
8  Lampung Utara 4 1 - 5
9  Way Kanan 1 - 1
10 Tanggamus - - 1 1
11  Pesawaran 1 - - 1

Sumber: P4S (2022)

Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten yang memiliki P4S dengan

jumlah terbanyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi

Lampung. Penelitian dilakukan pada kelompok P4S yang masih berjalan hingga

sekarang untuk mengetahui peranan P4S dalam pemberdayaan petani binaan di

Kabupaten Lampung Timur, sehingga terdapat enam P4S yang disajikan pada
Tabel 4.

Tabel 4. P4S di Kabupaten Lampung Timur

No  Nama P4S Tahun Jumlah Lokasi P4S Komoditas Klasifikasi
dimulai penyuluh Unggulan
1 Bumi Alam 2012 1 Desa Kota Raman,  Teknologi Madya
Purba Kec. Raman Utara Pertanian
2 Tyto Maju 2019 1 Desa Tegal Gondo, Peternakan Madya
Kec. Purbolinggo (Penangkaran
burung hantu)
3 Baitu Cocoa 2019 4 Desa Banjar Perkebunan Madya
Agung, Kec. (Pembibitan
Sekampung Udik tanaman kakao)
4 Agro Mulyo 2021 3 Desa Girimulyo, Hortikulturan Madya
Lestari Kec. Marga (Pembibitan
Sekampung Alpukat)
5 Tani's 2021 3 Desa Balerejo, Kec.  Hidroponik Madya
Market Batanghari
Balerejo
6 Maju 2022 1 Desa Gondang Pembibitan Madya
Bersama Rejo, Kec,. tanaman
Pekalongan hortikultura

Sumber: P4S (2022)



Selama ini P4S di Kabupaten Lampung Timur melayani para petani baik petani
yang berasal dari dalam daerah maupun petani dari luar daerah untuk
melaksanakan kegiatan pelatihan/permagangan, konsultasi, penyuluhan, dan
pendampingan. Pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan P4S seperti
pembibitan tanaman alpukat dan pembibitan tanaman kakao merupakan upaya
yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sikap
petani untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam menjalankan usahataninya.
Tanaman kakao di Kabupaten Lampung Timur pada umumnya sudah tidak
produktif karena banyak yang terserang hama dan penyakit tanaman, sehingga
perlu adanya peremajaan tanaman. Adanya pelatihan pembibitan tanaman kakao
menjadi pilihan yang sesuai bagi penanganan masalah yang dihadapi oleh petani,
sehingga petani antusias untuk mendapatkan pelatihan dan pada umumnya petani
mampu menerapkan hasil pelatihannya yaitu dengan melakukan peremajaan

tanaman kakao.

Pelatihan tentang pembibitan tanaman alpukat menjadi inovasi baru yang ada di
Desa Girimulyo Marga Sekampung dengan adanya pengembangan bibit alpukat
yang sekarang sudah mendapat sertifikat bibit alpukat. Umumnya masyarakat
yang tinggal di sekitar desa tersebut tertarik mengikuti pelatihan dan didampingi
oleh penyuluh P4S untuk mempelajari cara pembibitan tanaman alpukat, sebagian
besar petani mampu menerapkan hasil pelatihannya dengan mengembangkan
pembibitan tanaman alpukat dan menjadikan hal tersebut sebagai pekerjaan utama
maupun pekerjaan sampingan. Namun, beberapa petani juga ada yang belum
mampu menerapkan hasil pelatihan, seperti petani di Desa Kota Raman yang
belum mampu menerapkan hasil pelatihan mengenai usaha menyuburkan tanah
pada lahan sawah dengan teknik Integral Kultur Soil Fertilizer dan petani Desa
Balerejo Batanghari yang belum mampu menerapkan hasil pelatihan usaha
hidroponik, hal ini diduga bahwa P4S belum sepenuhnya menjalankan peranannya
seperti belum adanya kegiatan pelatihan tambahan, penyuluhan, dan

pendampingan secara intensif untuk meningkatkan kemampuan petani.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

33/Permentan/SM.230/7/2016 bahwa Peranan Kelembagaan Pelatihan Pertanian



Swadaya yaitu (1) menyelenggarakan pelatihan/permagangan; (2) penyuluhan dan
pendampingan; (3) menumbuhkan, mengembangkan dan memperkuat kader tani;
(4) sentra dalam pengembangan dan diseminasi teknologi/inovasi, budidaya,
perbenihan, pengolahan hasil, pengembangan spesifik lokalita; dan (5) sentra
pengembangan jejaring usaha tani. Hal ini juga dapat diketahui berdasarkan
penelitian Yeni dkk. (2019) bahwa peranan P4S di Lampung Tengah masih
tergolong dalam kategori sedang. Peranan yang belum sepenuhnya berjalan juga
diduga disebabkan oleh faktor kelembagaan dan faktor luar lembaga P4S.
Berdasarkan penelitian Ragasa ef al. (2015) bahwa struktur tata kelola dan
lingkungan yang mendukung, kerjasama dan kemitraan, kapasitas dan manajemen
pembelajaran, serta metode penyuluhan berhubungan dengan kinerja sistem
penyuluhan pertanian. Kinerja berhubungan dengan peranan karena kinerja yang
baik maka orang atau lembaga tersebut menjalankan peranannya sesuai

kedudukan/status (Marius dkk., 2007).

Aspek kelembagaan seperti sistem tata kelola lembaga, kerjasama dan kemitraan
yang dijalin oleh lembaga, kapasitas lembaga, manajemen lembaga, dan faktor
diluar lembaga yaitu karakteristik petani binaan dan sistem penghargaan ini akan
berdampak pada peranan P4S yang kemudian juga akan berdampak pada tingkat
keberdayaan petani binaan. Oleh sebab itu, maka dilakukan penelitian terkait
peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur, faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap peranan P4S dan tingkat keberdayaan petani binaan sebelum dan setelah

dibina P4S di Kabupaten Lampung Timur.

2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Sejauhmana peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur?
2. Sejauhmana tingkat keberdayaan petani binaan P4S di Kabupaten Lampung

Timur?



Apakah sistem tata kelola lembaga, kerjasama dan kemitraan, kapasitas
lembaga, manajemen lembaga, karakteristik petani binaan, dan sistem
penghargaan berpengaruh langsung dan tidak langsung melalui peranan P4S
terhadap tingkat keberdayaan petani binaan?

Apakah terdapat perbedaan tingkat keberdayaan petani sebelum dibina dan
setelah dibina oleh P4S di Kabupaten Lampung Timur?

2.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui peranan P4S di Kabupaten Lampung Timur.

Mengetahui tingkat keberdayaan petani binaan P4S di Kabupaten Lampung
Timur.

Mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung sistem tata kelola
lembaga, kerjasama dan kemitraan, kapasitas lembaga, manajemen lembaga,
karakteristik petani binaan, dan sistem penghargaan terhadap tingkat
keberdayaan petani binaan melalui peranan P4S di Kabupaten Lampung
Timur.

Mengetahui tingkat keberdayaan petani sebelum dibina dan setelah dibina

oleh P4S di Kabupaten Lampung Timur.

2.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.

Sebagai media belajar bagi peneliti yang didasarkan atas teori-teori yang
diperoleh sewaktu kuliah dengan yang ada di lapangan.
Sebagai rekomendasi kebijakan pengembangan lembaga swadaya bagi

Pemerintah.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Peranan

Pengertian peranan berasal dari kata peran yaitu perangkat tingkah laku yang
diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat
(KBBI). Konsep ini mengasumsikan bahwa ketika orang memiliki status sosial
tertentu maka perilaku mereka akan ditentukan sesuai dengan apa yang
diharapkan dari status itu. Asumsi ini berdasarkan teori peranan fungsional bahwa
peranan dipahami sebagai harapan yang menentukan dan menjelaskan perilaku,
orang-orang dalam sistem sosial berbagi norma berperilaku untuk anggota yang
menempati posisi sosial tertentu, dengan demikian orang tersebut tahu apa yang
harus mereka lakukan dan semua orang dalam sistem sosial dapat diandalkan
untuk mendukung norma tersebut. Alasan ini dapat menjadikan sistem sosial lebih
terintegrasi dan interaksi di dalamnya berjalan lancar. Peranan merupakan aspek
dinamis dari sebuah kedudukan (status), hal ini dapat diketahui dari seseorang
yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, sehingga
orang tersebut dapat dikatakan telah menjalankan suatu peranan (Biddle, 1986).
Oleh sebab itu, diketahui bahwa peranan merupakan bagian tindakan yang
dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peranan
lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.
Peranan mencakup tiga aspek: Pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan
dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; Kedua, merupakan suatu
konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai
organisasi; dan Ketiga, merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur

sosial masyarakat. Pada lingkup yang lebih luas, seperti dalam organisasi sebagai
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kumpulan orang-orang, peran organisasi ketika bersentuhan dengan lingkungan
eksternal tidak lagi menjadi peran individu per individu dalam organisasi, tetapi
sudah menjadi fungsi kolektivitas, yakni peran organisasi (Lantaeda dkk., 2017).
Selanjutnya, berdasarkan teori peranan interaksionis simbolik bahwa setiap orang
mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan
hidupnya melalui interaksi sosial. Interaksi simbolik banyak membahas tentang
konsep norma dan berasumsi bahwa norma diasosiasikan bersama dengan posisi
sosial. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya
bagi masyarakat dan kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat
kepadanya. Peranan melekat pada diri seseorang sesuai dengan status dan
kedudukan di masyarakat. Unsur-unsur yang terdapat dalam peranan adalah

sebagai berikut:

1) Peranan ideal dirumuskan/diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu.
Peranan ini meliputi hak-hak dan kewajiban yang terkait pada status tertentu.
Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian norma yang membimbing
seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri merupakan konsep tentang apa yang
dapat dilakukan oleh individu pada situasi tertentu.

3) Peranan yang dikerjakan merupakan peranan yang dilaksanakan oleh individu
yang dapat terwujud dalam pola perilaku dalam kehidupan. Peranan ini
senantiasa dipengaruhi oleh kepribadian yang bersangkutan. Peranan ini juga
dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial

masyarakat.

2.1.2 Kelembagaan

Kelembagaan merupakan serangkaian pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas
yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar hidup masyarakat. Lembaga
merupakan badan (organisasi) yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan
atau melakukan suatu usaha. Lembaga mempunyai satu atau beberapa tujuan
tertentu yang ingin dicapai. Priyono (2007) menyatakan bahwa tujuan organisasi

adalah sesuatu yang ingin dicapai dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh
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organisasi tersebut. Peranan dari penetapan tujuan organisasi dapat memberi
beberapa fungsi sekaligus manfaat yang besar bagi organisasi secara keseluruhan.
Pertama, tujuan dapat berfungsi sebagai landasan operasional bagi kegiatan
organisasi. Kedua, berfungsi sebagai tolok ukur atau pedoman dalam menilai
keberhasilan pelaksanaan organisasi. Dalam upaya mencapai tujuan, terdapat
beberapa hal yang dilakukan lembaga yaitu dengan membentuk struktur untuk
memudahkan komunikasi dan pembagian kerja yang sesuai dengan kemampuan

dan keahlian anggota.

Suatu lembaga dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehingga
lembaga tersebut mempunyai fungsi. Selain itu, lembaga juga merupakan konsep
yang berpadu dengan struktur. Artinya, tidak saja melibatkan pola aktivitas yang
lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, melainkan juga pola
organisasi untuk melaksanakannya. Salah satu lembaga yang ada di Indonesia
yaitu lembaga pertanian. Kelembagaan petani dibentuk pada dasarnya mempunyai
beberapa peranan yaitu: (1) tugas dalam organisasi untuk memediasi masyarakat
dan negara; (2) tugas sumberdaya mencakup mobilisasi sumberdaya lokal seperti
tenaga kerja, modal, informasi, dan pengelolaannya dalam pencapaian tujuan
masyarakat; (3) tugas pelayanan untuk menjembatani terhadap akses modal, input
dan output pertanian; (4) tugas antar organisasi memerlukan adanya permintaan
lokal terhadap birokrasi atau organisasi luar masyarakat terhadap campur tangan
oleh agen-agen luar (Anantanyu, 2011). Kelembagaan petani dalam pembahasan
ini adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas seperti lembaga

pelatihan pertanian yaitu Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S).

2.1.3 Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)

Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) merupakan lembaga yang
didirikan secara swadaya oleh petani baik perorangan maupun kelompok. Sejarah
P4S digagas pada saat penyelenggaraan PENAS V di Lampung Tengah pada
tanggal 20-25 Agustus Tahun 1983, saat itu tercetusnya gagasan awal untuk
mengembangkan pelatihan dan magang oleh dan untuk sesama petani-nelayan.

Setelah itu, sejumlah petani-nelayan mulai mempelopori penyelenggaraan magang
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di wilayah kerja masing-masing. Pada awal tahun 1990-an disepakati nama
pelatihan/magang tersebut dengan nama Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan
Swadaya (P4S). Tujuan utama pembentukan P4S adalah untuk mempercepat
akses dan penerapan informasi teknologi melalui proses pembelajaran sesama
petani beserta keluarganya sesuai kondisi nyata di lapangan. Selain itu, dengan
berlatih dan magang di P4S, petani diharapkan mampu menolong dirinya sendiri

dalam meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan hidupnya.

Pada akhir tahun 1993 P4S yang tumbuh hanya 14 P4S di 10 Provinsi, dua tahun
kemudian yaitu pada tahun 1995 jumlah P4S meningkat menjadi 46 yang tersebar
di 20 Provinsi dan demikian seterusnya jumlah P4S bertambah hingga tahun 2022
P4S yang ada di Indonesia berjumlah 1.281. Pada tanggal 22 Oktober 2001
bersamaan dengan PENAS X di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, terbentuk
wadah bersama P4S seluruh Indonesia dengan nama Forum Komunikasi Pusat
Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (FK-P4S). Tujuan FK-P4S adalah
meningkatkan jejaring kerja antar P4S seluruh Indonesia, menyalurkan aspirasi
anggota P4S kepada Pemerintah dan membantu Pemerintah dalam

menumbuhkembangkan P4S di seluruh Indonesia.

Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) adalah kelembagaan
pelatihan dengan metode permagangan pertanian dan perdesaan yang didirikan,
dimiliki, dan dikelola oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha secara swadaya
baik perorangan maupun kelompok. P4S merupakan kelembagaan
pelatihan/permagangan petani yang tumbuh dan berkembang dari petani, oleh
petani, dan untuk petani yang secara langsung berperan aktif dalam pembangunan
pertanian di wilayahnya. Pelaku Utama adalah warga negara Indonesia
perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Sedangkan,
Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang
dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian (Permentan,
2016). P4S memiliki visi yaitu terwujudnya sumber daya manusia pertanian yang
tangguh, berdaya saing dan berkarakter, sedangkan misinya yaitu (1) Mewujudkan

pengelolaan P4S yang maju dan terakreditasi; (2) Mewujudkan jejaring kerjasama
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antara P4S baik dalam pelatihan maupun usaha; (3) Mewujudkan penumbuhan

P4S baru yang dikelola oleh petani muda.
2.1.3.1 Prinsip Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Prinsip Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya adalah sebagai berikut:

1) Keswadayaan: Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dikembangkan
untuk meningkatkan kemampuan, peran, dan kemandirian kelembagaan
melalui kompetensi penyuluh dalam mengatasi permasalahan.

2) Keterpaduan: Penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Pelatihan
Pertanian Swadaya merupakan bagian integral pembangunan pertanian dan
perdesaan secara selaras, serasi, dan sinergi.

3) Kemitraan: Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya merupakan mitra kerja
pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan sumber daya
manusia, terutama pelaku utama dan/atau pelaku usaha.

4) Kemanfaatan: Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya memberikan
manfaat kepada pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat lainnya.

5) Berkelanjutan: Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dilaksanakan secara

terarah dan sistematis untuk mencapai kemandirian.
2.1.3.2 Ciri Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Ciri Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya adalah sebagai berikut:

1) Memiliki keunggulan dalam melakukan usahatani perdesaan dan kesukarelaan
berbagi mengenai pengetahuan, teknologi dan keterampilan kepada pelaku
utama dan/atau pelaku usaha lain yang ditumbuhkembangkan oleh pelaku
utama dan/atau pelaku usaha;

2) Mempunyai lahan usahatani dan/atau kegiatan agribisnis perdesaan yang layak
dipelajari, dicontoh, dan ditiru oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha lain;

3) Melayani masyarakat untuk kegiatan berlatih, magang, berkonsultasi dan/atau
kunjungan/studi banding;

4) Berada di lingkungan usahatani atau perdesaan yang mendukung proses belajar
mengajar untuk peserta; dan

5) Memiliki instruktur/pelatih, fasilitator lainnya yang profesional.
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2.1.3.3 Peranan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Peranan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya sebagai:

1) Lembaga penyelenggara pelatihan dan permagangan untuk pelaku utama
dan/atau pelaku usaha lain;

2) Lembaga yang turut andil dalam penyelenggaraan penyuluhan dan
pendampingan pelaku utama dan/atau pelaku usaha lain;

3) Lembaga yang turut menumbuhkembangkan dan memperkuat kader tani;

4) Sentra dalam pengembangan dan diseminasi teknologi/inovasi, budidaya,
perbenihan, pengolahan hasil, pengembangan spesifik lokalita; dan

5) Sentra pengembangan jejaring usahatani.

2.1.3.4 Penumbuhan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Penumbuhan merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari identifikasi,
fasilitasi untuk menumbuhkan kesadaran dan minat melalui pemberian
pengetahuan baru tentang maksud, tujuan dan manfaat P4S serta kebutuhan
pelatihan sampai terbentuknya kelembagaan yang memperoleh pengakuan sebagai

Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.

1) Dasar Penumbuhan
1. Berasal dari pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang memiliki keunggulan
dalam melakukan Usaha Tani, baik on farm (budidaya) melalui penerapan
Norma Budidaya yang Baik (GAP) maupun off farm (pasca panen dan
pengolahan hasil) atau GHP, GMP, GDP dari komoditas tanaman pangan,
hortikultura, peternakan dan perkebunan;
2. Memiliki jiwa kesukarelaan/berjiwa volounteer (mau berbagi

pengetahuan/pengalaman dan keterampilan).

2) Proses Penumbuhan

Pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang diidentifikasi dan memiliki potensi
untuk mendirikan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, perlu dimotivasi,

difasilitasi, sehingga dengan kesadaran dan kerelaan sendiri mendirikan
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Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya. Proses penumbuhan Kelembagaan

Pelatihan Pertanian Swadaya dapat dilakukan melalui kegiatan:

1. Sosialisasi dan penumbuhan kesadaran tentang peran, manfaat dan

keuntungan mendirikan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;

2. Studi banding pada P4S yang relatif berhasil;

3. Pelatihan manajemen dan kepemimpinan Kelembagaan Pelatihan Pertanian

Swadaya; dan

4. Fasilitasi pendirian Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang

disesuaikan dengan tingkat kemampuan berdasarkan indikator klasifikasi

kelas P4S menjadi kelas pratama, atau madya atau utama bahkan aditama

sesuai form terlampir.

3) Klasifikasi Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Klasifikasi Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya didasarkan pada

pelaksanaan peran Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, dalam ruang

lingkup penumbuhkembangan kader tani di perdesaan, penyelenggaraan

pelatihan/permagangan bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan penyuluhan

swadaya, terbagi menjadi 4 (empat) kelas yaitu:

1. Kelas Pratama

a.

Memiliki potensi untuk menyelenggarakan pelatihan/permagangan
ditinjau dari sarana prasarana dan teknologi yang tersedia;

Telah melakukan kegiatan permagangan swadaya pelaku utama
dan/atau pelaku usaha, siswa sekolah dan mahasiswa;

Keunggulan usahatani yang dikembangkan mempunyai dampak dalam
pengembangan ekonomi lokal disekitarnya;

Memiliki kemauan kuat untuk mencari, menemukan, merekayasa cara-
cara berusahatani yang lebih baik dan mentransfer teknologi yang
dikembangkan;

Dikenal oleh masyarakat sekitarnya dan tercatat oleh lembaga yang

menangani penyuluhan; dan
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f.  Sumber daya manusia pengelola telah mengikuti diklat atau memiliki
kompetensi pengelolaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya
(berkaitan dengan administrasi, organisasi dan manajemen).

2. Kelas Madya
Kelas Madya memiliki kriteria baku/standar sebagai berikut:

Memenuhi seluruh standar Kelas Pratama;

o

b. Telah menyelenggarakan diklat terstruktur (merencanakan, menyiapkan
materi, melaksanakan, mengevaluasi dan bimbingan lanjutan);
Telah melaksanakan upaya menumbuhkembangkan kader tani;

d. Telah mengikuti Diklat Metodologi Penyuluhan Pertanian;

e. Telah mengikuti Diklat Manajemen Permagangan Kelembagaan
Pelatihan Pertanian Swadaya; dan

f.  Telah mengikuti Diklat Instruktur Kelembagaan Pelatihan Pertanian
Swadaya.

3. Kelas Utama

Kelas Utama memiliki kriteria baku/standar sebagai berikut:

a. Memenuhi seluruh standar Kelas Pratama dan Madya;

b. Telah menyelenggarakan pelatihan/permagangan secara mandiri;

c. Telah melaksanakan penyuluhan swadaya secara mandiri; dan

d. Telah mengakses sumber teknologi dan pendanaan secara mandiri.

4. Kelas Aditama

Kelas Aditama memiliki kriteria baku/standar sebagai berikut:

a. Memenuhi seluruh standar Kelas Pratama, Madya dan Utama;

b. Mewujudkan penyelenggaraan pelatihan/permagangan dan
pendampingan secara mandiri;

c. Mewujudkan produk kreasi dan inovasi (krenova);

d. Mewujudkan jejaring kerjasama dalam pengembangan teknologi;

e. Menciptakan pasar.

2.1.3.5 Sertifikasi Lembaga P4S

1) Sertifikasi dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi

Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya di dalam melaksanakan perannya;



17

2) Semua Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang telah memenuhi
kriteria baku/standar perlu diberi sertifikat;

3) Sertifikasi dilakukan oleh lembaga pembina yang berwenang melalui proses
sertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

4) Sertifikasi untuk Kelas Pratama ditandatangani oleh Kepala Dinas, Kelas
Madya ditandatangani oleh Bupati/Walikota, Kelas Utama ditandatangani oleh
Gubernur, dan Kelas Aditama ditandatangani oleh Menteri Pertanian;

5) Hasil Sertifikasi disampaikan kepada kelembagan pelatihan pertanian swadaya
yang bersangkutan, pemerintah daerah dan Asosiasi Kelembagaan Pelatihan
Pertanian Swadaya Indonesia; dan

6) Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penilaian kembali untuk

menetapkan kelas kemampuannya.

2.1.3.6 Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya merupakan seluruh
rangkaian dalam rangka memperkuat kelembagaan pelatihan pertanian swadaya
melalui kegiatan apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan kelembagaan,
pelatihan/permagangan, pengkaderan, penyuluhan, pengembangan teknologi tepat
guna dan promosi.

1) Apresiasi diberikan kepada Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang
telah menunjukkan prestasi istimewa melalui penghargaan.

2) Sosialisasi diberikan kepada lembaga donor, pihak swasta dan/atau
kementerian/lembaga sehingga Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya
memiliki akses lebih luas dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

3) Fasilitasi dapat diberikan melalui tahapan kemandirian dan Pembinaan
Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, sebagai berikut:

1. Kelas Pratama diarahkan pada kegiatan sosialisasi, pendampingan secara
intensif dan apresiasi;

2. Kelas Madya diarahkan pada kegiatan sosialisasi, pelatihan/permagangan
non aparatur dan apresiasi;

3. Kelas Utama diarahkan pada kegiatan sosialisasi, pelatihan/permagangan

non aparatur, pelatihan/permagangan CSR dan apresiasi; dan
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4. Kelas Aditama diarahkan pada kegiatan sosialisasi,
pelatihan/permagangan non aparatur, pelatihan/permagangan CSR,
pelatihan/permagangan internasional dan apresiasi;

Pendampingan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya diarahkan untuk

mewujudkan kemandirian, profesionalisme yang memiliki kompetensi dalam

menumbuhkan kader tani di perdesaan, pelatihan/permagangan pelaku utama
dan/atau pelaku usaha. Kegiatan pendampingan meliputi aspek manajemen,
budidaya, teknologi dan pemasaran.

Pelatihan/permagangan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam

merencanakan, menyiapkan bahan, melaksanakan, menerapkan metodologi,

evaluasi dan bimbingan lanjutan, teknologi serta pengembangan pasar.

Pengkaderan diarahkan untuk menumbuhkembangkan kader tani di pedesaan

agar Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya mampu menjalin kerjasama

dengan lembaga pendidikan lain dalam penumbuhan apresiasi, minat dan
kecintaan generasi muda dibidang pertanian.

Penyuluhan diarahkan untuk menumbuhkembangkan Penyuluh Pertanian

Swadaya memiliki kompetensi dalam pemberdayaan pelaku utama dan/atau

pelaku usaha serta kelembagaan petani.

Pengembangan Teknologi Tepat Guna diarahkan untuk mengembangkan

inovasi teknologi dalam rangka pengembangan usahatani.

Promosi diarahkan untuk memperluas jejaring usaha dan pengembangan

informasi teknologi.

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.4.1 Pemberdayaan

Tanggungjawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya

atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat

dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan

intelektual, dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip

pemberdayaan. Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa secara etimologis

pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau
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kemampuan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses pemberian daya dari pihak
yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.
Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan

pribadi manusia, upaya ini meliputi:

1) Penyediaan berbagai masukan dan peningkatan taraf pendidikan,
meningkatkan pendidikan melalui apa yang dimiliki dengan fasilitas-
fasilitas yang ada dan memperkuat modal.

2) Mendorong dan memotivasi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan
potensinya dalam menciptakan suasana untuk berkembang.

3) Memperkuat daya dan potensi, yang dimiliki dengan langkah-langkah

positif dalam memberdayakan dengan tujuan yang ada.

Praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali
terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan
(poverty alleviation) atau penanggulangan kemiskinan (poverty reduction).
Berdasarkan hal itu, kegiatan pemberdayaan sering dilakukan dalam bentuk
pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan, seperti itu
tidaklah salah, tetapi belum cukup. Sebab hakekat dari pemberdayaan masyarakat
adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan, kekuasaan dan
keberanian, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk mandiri demi
terwujudnya perbaikan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.
Masyarakat yang mandiri bukan berarti menolak bantuan pihak luar, tetapi
kemandirian merupakan kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan
yang terbaik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, seperti: (a)
Keadaan sumberdaya yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan; (b) Penguasaan
dan kemampuan pengetahuan teknis untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi; (c) Sikap kewirausahaan dan keterampilan manajerial yang dikuasai;
(d) Kesesuaian sosial-budaya dan kearifan tradisional yang diwariskan serta

dilestarikan secara turun temurun (Bahua, 2015).

Berkaitan dengan hal ini, Ife dan Frank (2008) menyebutkan bahwa keberdayaan
masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi

dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat
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adalah mereka yang kurang berdaya dan belum memiliki kemampuan mengakses
sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan.
Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan
masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan

sumberdaya yang dimilikinya.

Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat.
Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan
mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian merupakan suatu kondisi
tertentu yang membuat seseorang tidak bergantung pada orang lain, artinya
seseorang tersebut mampu mengetahui, mengidentifikasi, mengendalikan dan
memutuskan apa yang menjadi kebutuhan demi mencapai pemecahan masalah-
masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan yang dimiliki.
Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, afektif,
dan psikomotorik serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi
kognitif merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan
wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang
dihadapi. Kondisi konatif merupakan sikap perilaku masyarakat yang terbentuk
yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan
pemberdayaan. Kondisi afektif adalah sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat
yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan
perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang
dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka
melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat tersebut
diharapkan dapat memberikan kontribusi pada tercapainya kemandirian

masyarakat (Sulistiyani, 2004).

Sarana yang digunakan untuk mencapai kemandirian adanya keswadayaan.
Swadaya adalah setiap tindakan sukarela yang dilakukan oleh seseorang untuk
memenuhi kebutuhan. Keterbatasan terhadap akses kepemilikan sumberdaya
menyebabkan tingkat kemandirian yang rendah, sehingga ketergantungan
terhadap faktor ekternal sangat tinggi. Penyatuan potensi dan penumbuhan nilai-

nilai untuk menghargai diri sendiri dan sesama, kepercayaan, komunikasi, dan
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kerjasama yang diwujudkan dalam suatu wadah kelompok diyakini menjadi
strategi dalam meningkatkan kemandirian masyarakat. Hal ini sejalan dengan
pernyatan Christenson dan Robinson 1989 dalam ECDPM (2006) bahwa
kemandirian individu dapat terwujud melalui proses-proses sosial dalam
kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Melalui interaksi yang dibangun antar
individu dalam masyarakat terjadi proses pembelajaran yang mampu
meningkatkan kapasitas individu. Kapasitas petani yaitu kemampuan petani untuk
melakukan usaha tani, mempunyai kesanggupan dalam menghadapi tantangan,

dan memenuhi syarat sebagai petani yang unggul sesuai dengan bidangnya.
2.1.4.2 Indikator Keberdayaan

Indikator keberdayaan digunakan untuk menunjukkan seseorang itu dapat
dikatakan berdaya atau tidak, sehingga ketika sebuah program pemberdayaan
sosial diberikan, segenap upaya dapat difokuskan pada aspek-aspek apa saja dari
sasaran perubahan. Suharto (2021) mengembangkan delapan indikator
pemberdayaan yang biasa disebut sebagai empowerment index atau indeks

pemberdayaan yaitu, sebagai berikut:

1) Kebebasan mobilitas; kemampuan individu untuk melakukan aktivitas
diluar rumah atau keluar di wilayah tempat tinggalnya, seperti berbelanja
ke pasar, rumah ibadah, fasilitas medis, dll.

2) Kemampuan membeli komoditas kecil; kemampuan individu untuk
membeli barang yang menjadi kebutuhan dasar.

3) Kemampuan membeli komoditas besar; kemampuan individu untuk
membeli barang sekunder atau tersier.

4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga;
kemampuan individu untuk membuat keputusan secara mandiri atau
bersama pasangannya mengenai kepentingan keluarganya.

5) Kebebasan relatif dari dominansi keluarga; kebebasan individu dari
pengaruh keluarganya.

6) Kesadaran hukum dan politik; kemampuan individu untuk sadar akan

hukum dan kepentingan politik.
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7) Keterlibatan dalam kampanye; kemampuan individu untuk menyuarakan
pendapatnya terhadap fenomena yang dianggap tidak wajar seperti
penyalahgunaan kekuasaan.

8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga; kemampuan individu
untuk memiliki jaminan ekonomi dalam keluarganya seperti rumah, tanah,

dan aset lain.

Masyarakat dikatakan berdaya apabila memiliki kekuatan atau kemampuan dalam
hal: memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan artinya mereka
bebas untuk mengungkapkan pendapat, bebas dari kelaparan, bebas dari
kebodohan, dan bebas dari kesakitan; mampu menjangkau sumber produktif untuk
meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka
butuhkan; berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan

yang mempengaruhi mereka (Mutmainah dan Sumardjo, 2014; Suharto, 2021).

Indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk
membuat pilihan yang terbaik dalam memperbaiki kehidupannya melalui
aksesibilitas informasi teknologi, keterlibatan/partisipasi dalam pembangunan,
kapasitas organisasi berupa kemampuan bekerjasama, mengorganisir warga
masyarakat serta mobilisasi sumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah

yang dihadapi (Bahua, 2015).

Menurut Ife dan Frank (2008) bahwa ciri-ciri masyarakat berdaya yaitu memiliki
pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai. Aspek kognitif
(pengetahuan) masyarakat yang berdaya memiliki pengetahuan yang luas,
wawasan yang jauh ke depan, mengetahui potensi dan kebutuhannya, mampu
memahami unsur manajemen dan kepemimpinan. Aspek konatif (sikap)
masyarakat yang berdaya yaitu percaya diri, pantang menyerah, selektif,
komunikatif, jujur dan bertanggungjawab, terbuka untuk bekerjasama dan peduli
terhadap sesama. Aspek psikomotorik (keterampilan) yaitu masyarakat dapat
mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang dimiliki secara tepat, mampu
menerapkan unsur manajemen kepemimpinan dan kehidupan secara baik, mampu
mencari dan memanfaatkan informasi dan peluang baru, serta mampu memenuhi

kebutuhan hidupnya.
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Susetiawan (2004) menjelaskan bahwa masyarakat yang berdaya dikategorikan
dalam tiga aspek yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Masyarakat
yang berdaya secara politik adalah mereka yang dapat mengartikulasikan
(menyampaikan perwujudan) kepentingannya, secara ekonomi dapat melakukan
tawar menawar dengan pihak lain dalam kegiatan ekonomi, secara sosial dapat
mengelola komunitas dan mengambil keputusan secara mandiri, dan secara

budaya mereka diakui eksistensinya.

Lebih lanjut, Suharto (2021) menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan
masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan
ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, serta kemampuan
kultural dan politis. Ketiga indikator keberdayaan tersebut dikaitkan dengan
empat dimensi kekuasaan yaitu, sebagai berikut:
1) Kekuasaan di dalam (power within) : meningkatkan kesadaran untuk
berubah
2) Kekuasaan untuk (power to): meningkatkan kemampuan individu untuk
berubah dan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses
3) Kekuasaan atas (power over): perubahan pada hambatan-hambatan sumber
dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro;
kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapai hambatan tersebut
4) Kekuasaan dengan (power with): meningkatkan solidaritas atau tindakan
bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber

dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga, masyarakat, dan makro.

2.1.5 Kelompok Tani

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya
yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
dan/atau peternakan. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah
kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar
kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan
sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta

mengembangkan usaha anggota (BPPSDMP, 2018). Departemen Pertanian
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mendefinisikan kelompok tani merupakan wadah sebagai tempat atau forum dan
sekumpulan petani yang mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu kawasan
yang sama dan terorganisasi satu sama lain secara musyawarah. Lebih lanjut

Departemen merumuskan Azas kelompok tani dapat dilihat sebagai berikut:

1) Kesamaan kepentingan, dasar pembentukan kelompok tani adalah kesamaan
kepentingan yang diwujudkan dalam suatu tujuan kelompok. Tujuan dan
cara pencapaiannya ditetapkan secara bersama-sama. Pembagian dan
pendelegasian pencapaian tujuan terwujudnya dalam suatu kepengurusan
kelompok yang disepakati bersama.

2) Kesamaan kawasan, kesamaan ini akan memudahkan komunikasi antar
anggota. Intensitas komunikasi akan tinggi bila jarak dan anggota tidak
besar, sehingga kekompakan kelompok dapat mudah terbentuk. Oleh karena
itu, jumlah anggota yang efisien dalam satu kelompok yaitu 10-25 orang.

3) Musyawarah merupakan pondasi dari kelompok tani dimana kepentingan
setiap anggotanya diapresiasikan. Segala keputusan berada ditangan para
anggota yang dituangkan dalam suatu keputusan bersama. Dalam
keberhasilan suatu kelompok tani juga harus menjadi kelompok yang aktif

dalam melakukan semua kegiatan kelompok.

Menurut BPPSDMP (2018), kemampuan kelompok tani adalah
kapasitas/kompetensi yang dimiliki kelompok tani dalam menjalankan fungsi dan
peran kelembagaannya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi
dalam mengembangkan usahatani yang berbasis agribisnis. Klasifikasi
kemampuan kelompok tani adalah pemeringkatan kemampuan kelompok tani ke
dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya
dan kelas utama yang penilaiannya berdasarkan Panca Kemampuan Kelompoktani
(PAKEM POKTAN), yaitu: kemampuan merencanakan, kemampuan
mengorganisasikan, kemampuan melaksanakan kegiatan, kemampuan melakukan
pengendalian dan pelaporan, kemampuan mengembangkan kepemimpinan
kelompok tani. Indikator penilaian kelas kemampuan kelompok tani merupakan

rincian kegiatan dalam menjalankan fungsinya dengan rincian sebagai berikut:



b)

d)

Penetapan kelas kemampuan kelompoktani; ditetapkan berdasarkan hasil
penilaian setiap kelompoktani oleh kelembagaan yang menangani penyuluhan
pertanian di kabupaten/kota, dengan penetapan kelas sebagai berikut: (a) Kelas
Pemula mempunyai nilai sampai dengan 245; (b) Kelas Lanjut mempunyai nilai

246-455; (c¢) Kelas Madya mempunyai nilai 456-700; (d) Kelas Utama

Aspek kemampuan merencanakan, terdiri dari indikator:

1) Merencanakan kegiatan belajar (nilai maksimum 50);
2) Merencanakan usaha (nilai maksimum 150).
Kemampuan mengorganisasikan, yang terdiri dari:

1) Struktur Organisasi (nilai maksimum 25);

2) Aturan dan Norma (nilai maksimum 25);

3) Administrasi pembukuan (nilai maksimum 100).
Kemampuan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1) Pertemuan rutin (nilai maksimum 40);

2) Kegiatan belajar (nilai maksimum 50);

3) Pelaksanaan usaha (nilai maksimum 200);

4) Pemupukan modal (nilai maksimum 50);

5) Pelayanan informasi dan teknologi (nilai maksimum 60)

Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, dengan indikator

Evaluasi usaha kelompok (nilai maksimum 100)

Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompoktani, dengan
indikator pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus (nilai

maksimum 150).

mempunyai nilai 701-1.000.

2.1.6 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, membahas variabel yang berpengaruh terhadap peranan
lembaga menurut kerangka kerja Birner ef al. (2009) yaitu sistem tata kelola

lembaga, kerjasama dan kemitraan, kapasitas lembaga, manajemen lembaga,

karakteristik petani, dan sistem penghargaan.
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1) Sistem Tata Kelola Lembaga

Tata kelola lembaga sebagai sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan
mengendalikan kegiatan lembaga. Tata kelola mengatur pembagian tugas, hak,
dan kewajiban pihak-pihak dalam lembaga yang berfungsi sebagai pedoman
pengevaluasian kinerja dan manajemen lembaga. Voley (2002) juga
mendefinisikan tata kelola lembaga sebagai suatu sistem, struktur, dan proses di
dalam kelembagaan. Tata kelola lembaga mengacu pada sekumpulan komponen
yang dikendalikan dan diorganisasikan untuk menjalankan kegiatan lembaga.
Komponen ini meliputi proses, struktur (mekanisme), dan partisipan atau anggota.
Proses digunakan untuk mengarahkan dan mengelola aktivitas yang direncanakan
dalam rangka mencapai tujuan lembaga dan menyelaraskan perilaku lembaga
dengan harapan masyarakat. Struktur digunakan untuk menspesifikasikan
pendistribusian hak dan tanggungjawab anggota sesuai dengan kepentingan
masing-masing dan menjelaskan aturan maupun prosedur untuk pengambilan
keputusan dalam hubungan lembaga. Tujuan dari pengelolaan lembaga adalah
untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (check and balances)
untuk mencegah penyalahgunaan dari sumberdaya dan mendorong kemajuan
lembaga (Wibowo, 2010).Prinsip tata kelola lembaga berdasarkan OECD (2003)

sebagai berikut:

1. Keterbukaan (transparancy)
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
pengungkapan informasi materil yang relavan mengenai lembaga. Dalam
prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat.

2. Kemandirian (independency)
Suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa konflik
kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat. Prinsip ini menuntut para pengelola lembaga agar dapat bertindak secara
mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan dari pihak

manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional lembaga yang berlaku.
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3. Akuntabilitas (accountability)
Kejelasan visi, misi, tujuan, target kinerja, fungsi, pelaksanaan, serta
pertanggungjawaban manajemen sehingga pengelolaan terlaksana secara
efektif, efesien, dan ekonomis. Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan
yang harus dimiliki oleh anggota lembaga.

4. Pertanggungan-jawaban (responsibility)
Kesesuaian pengelolaan lembaga terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (fairness)
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan
yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan

untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari lembaga.

Tata kelola lembaga yang baik yaitu dengan menerapkan prinsip keterbukaan,
kemandirian, akuntabilitas, tanggungjawab, dan kewajaran. Suatu lembaga dapat
dikatakan berhasil apabila lembaga tersebut memiliki visi, misi, target kinerja, dan
dapat mencapai tujuannya (Ragasa et al., 2015). Berdasarkan penelitian
Mekannon et al. (2020) bahwa tidak adanya visi dan misi yang dirumuskan
bersama dengan jelas, serta tidak adanya tujuan atau target kinerja yang terukur
menyebabkan sistem penyuluhan dan evaluasi untuk menilai kinerja lembaga
tidak efektif. Oleh karena itu, tata kelola lembaga yang baik sama pentingnya
dengan memotivasi perilaku anggota secara tepat untuk meningkatkan kinerja
seperti halnya mengendalikan secara langsung perilaku pemangku kepentingan.
Mengingat hal di atas, jelas bahwa rekomendasi kebijakan tentang tata kelola
lembaga perlu menangani aspek pengaturan kelembagaan seperti visi dan misi
yang jelas, tujuan dan target kinerja yang dapat diukur, dan hak serta

tanggungjawab anggota.
2) Kerjasama dan Kemitraan

Hubungan kerjasama dan keterkaitan mencakup berbagai kolaborasi dan
pertukaran informasi yang berguna diantara berbagai pihak. Linkage adalah istilah

yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dua sistem dihubungkan oleh pesan
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sehingga membentuk suatu sistem yang lebih besar. Jika hambatan antara dua
sistem ini dapat diselesaikan melalui pesan dan tanggapan yang disampaikan oleh
keduanya, maka link telah dibuat antara keduanya atau adanya kerjasama dan
keterkaitan. Menurut Munyua et al. (2002) bahwa penelitian dan penyuluhan
pertanian adalah contoh dari dua sistem yang dapat dihubungkan oleh arus
informasi dan umpan balik. Petani berada di antara peneliti dan penyuluh dan
diharapkan menjadi sasaran utama dan penerima manfaat dari kegiatan kedua
sistem ini. Hubungan penelitian-penyuluhan-petani harus dilihat sebagai suatu
kontinum yang saling terkait. keterkaitan antara peneliti, penyuluh, dan petani
untuk mencegah isolasi, yang menghambat difusi inovasi/teknologi. Ikatan yang
erat di antara tiga aktor juga mendorong pengembangan teknologi relevan yang
memberikan hasil yang dapat diukur secara langsung atau manfaat yang dirasakan

bagi populasi sasaran dan disesuaikan dengan kondisi lokal.

Penelitian sebelumnya di negara berkembang telah mengidentifikasi adanya
hubungan yang lemah antara penelitian dan penyuluhan menjadi faktor utama
yang membatasi arus informasi, pengetahuan, teknologi baru yang berguna, dan
sumberdaya di antara para pelaku dalam sistem pemanfaatan penyampaian
teknologi (Munyua et al., 2002). Hubungan penelitian dan penyuluhan yang buruk
bahwa penyuluh sering melihat peneliti bekerja namun inovasi/teknologi yang
dihasilkan tidak sesuai dengan sistem pertanian yang ada saat itu, sedangkan
peneliti sering mempertanyakan kemampuan penyuluh untuk melakukan
pekerjaan mereka secara efektif. Selanjutnya, Kassa dan Alemu (2017)
menunjukkan bahwa menjembatani kesenjangan antara penelitian dan penyuluhan
(memperkuat keterkaitan mereka) adalah masalah kelembagaan yang paling serius
dalam mengembangkan program penelitian dan penyuluhan. Tujuan utama
penguatan hubungan penelitian dan penyuluhan harus menumbuhkan interaksi
yang lebih besar dan lebih efektif di antara para pemangku kepentingan di sektor
pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan dengan
demikian meningkatkan taraf hidup penduduk pedesaan. Akan tetapi, harus
ditekankan bahwa strategi yang ditujukan untuk memperkuat hubungan penelitian
dan penyuluhan akan berbeda dari satu negara ke negara lain tergantung pada

hubungan kerja historis antara organisasi penelitian dan penyuluhan serta struktur
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organisasi mereka, daya tanggap terhadap tantangan yang terus berkembang dan

seberapa berbeda atau konvergen tujuan mereka (Agbamu, 2000).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021,
bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung
maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan berbagai pihak yang
bekerjasama. Konsep kemitraan berarti melibatkan hubungan kerja antar aktor.
Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang
setara dan terhadap mereka berlaku hukum yang sama. Oleh karena itu,
menciptakan hubungan kerja kemitraan perlu dilakukan tatanan kelembagaan (re-
organization) yang sesuai dan mampu meyakinkan semua pihak yang bermitra
tentang arti penting dari sebuah kerja bersama (Mappasere, 2014). Umumnya
bentuk relasi kemitraan berkembang dari kemungkinan hubungan antara para
pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan. Pemangku
kepentingan dibagi atas 3 (tiga) yaitu: 1) stakeholder yang berasal dari sektor
publik (pemerintah pusat dan pemerintah daerah/kota), 2) stakeholder dari sektor
swasta (perusahaan formal dan informal), dan 3) stakeholder yang berasal dari
masyarakat sipil (NGO, kelompok akademisi, dan masyarakat sebagai kelompok
sasaran). Ketiga sektor ini saling berinteraksi dalam kemitraan berdasarkan

prinsip transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

Terbentuknya suatu hubungan kerja diantara ketiga kelompok utama pemangku
kepentingan terjadi sebagai akibat adanya saling ketergantungan yang timbul dari
kebutuhan untuk bekerjasama dalam menyelesaikan tugas tertentu secara efektif
melalui pengerahan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada pada pihak lain. Pada
hubungan kemitraan, seluruh pihak bekerjasama dan membangun konsensus
untuk mencapai suatu keputusan yang menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh
pihak. Relasi antar pihak bersifat terus menerus dan oleh karenanya kemitraan
bersifat dinamis dan saling tergantung (interdependence). Sebagai konsep yang
dinamis, kemitraan merupakan proses yang bersifat incremental melalui tahapan-
tahapan: (1) Preparing for the partnership (pengorganisasian); (2) Negotiating co-

management plans and agreements (mengembangkan kesepakatan); (3)
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Implementing and revising the plans and agreements (belajar sambil bekerja).
Berdasarkan penelitian Mappasere (2014) bahwa upaya pemberdayaan
masyarakat membutuhkan keterlibatan dan kontribusi pemerintah, swasta, dan
masyarakat untuk membentuk suatu kerangka kerja kemitraan yang menjelaskan
peran, status, dan kontibusi dari masing-masing institusi yang terlibat mulai dari
perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Kontribusi ini memiliki

dampak terhadap k